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Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah  yang
herdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas In;tansi Pemerintah yang baik, Badan
Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan
peran serta furgsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah

yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan
misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupaka® harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
‘terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
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Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keu
Mempunyai fungsi menyusun
mengevaluasi, dan melaporkan pe

angan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
kebijakan teknis di bidang keuangan daerah. Memantau,
laksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan

daerah.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan

kewajiban :

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan daerah Provinsi berdasarkan asas otonomi dan
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tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan
Keuangan Daerah mempunyai fungsi
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daeran
2 Pelaksanaan tugas dukungan teknis, di bidang keuangan daerah
3. PW evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang keuangan daerah
4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah provinsi bidang keuangan daerah

5 Pelaksanaen fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. M |
NHAIR!N,MM.mmmmde&hp&m
mmmmmw dibawah ini:




Bzaglan Keuangan Daerah

Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan bidang pengelolaan keuangan
daerah lainnya yang berlaku

8. Pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah

Landasan Hukum

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

RS

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kineria Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

L4

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2013 -







Badan Keuangan Daerah

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Lampung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan
serta merizakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih
dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah
yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuarigan Daerah Lampung. Rencana
Strategis Badan Keuangan Daerah Lampung yang ditetapkan untuk jangka
waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor ............. Tahun

. tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
Lampung Tahun 2015-2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait
dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Lampung tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Badan Keuanggn Daerah Lampung telah melalui
‘tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung
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